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PROVINSI JAWA BARAT 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR ~ TAHUN 2014 

TENTANG 

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menim bang: a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kehidupan yang tertib, 
nyaman dan tenteram di Kabupaten Tasikmalaya perlu 
adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dengan 
memperhatikan norma agama dan budaya masyarakat ; 

b . bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tin gkat II 
Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Kebersihan, 
Keindahan dan Ketertiban sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Tasikmalaya Nomor 11 tahun 1998 ten tang 
Perubahan Ketiga Atas Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 1987 
tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peraturan 
perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kemba li; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b , perlu m en etapkan Peraturan 
Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umu m ; 

Mengingat : 1. Un dang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lin gku ngan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Un dang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi J awa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan 
Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1961 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 



; 
2 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban 
Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789); 

6 . Undang-Undang Nomor 39 Tahu n 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nom or 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehu tanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 19 Tahun 2004 ten tang Penetapan PERPU 
Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 4 1 Tahun 1999 tentan g Kehutana n menjadi 
Undang-Undang (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 67, Tambah a n Lembaran Negara Republik 
Indonesia N om or 440 1); 

8. Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2002 
Nomor 109 , Tambahan Lem baran Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 4235); 

9. Undang-Undang Nom or 28 Tahun 2002 tentan g Bangunan 
Gedung (Lem baran Negara Repu blik Indon esia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lem bara n Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4247); 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 
Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4386) ; 

11. Un dang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana te1ah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4844); 



.-
3 

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4444); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 4674); 

14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan 
Ruang (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

16. Undang-Undang Nom or 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 4851); 

17. Undang-Undang Nom or 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4928); 

18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ten tang 
Kepa riwisataan (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4966); 

19. Undang-Undang Nomor 11 Tahu n 2009 tentang 
Kesejah teraa n Sosial (Lembara n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12 , Ta m bahan Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Nomor 496 7); 

20 . Undang-Undang Nom or 22 Tahun 2009 ten tang lalu lintas 
dan Angkutan J alan (Lembara n Negara Repu blik Indonesia 
Tahu n 2009 Nomor 9 6, Tambaha n Lembaran Negara Republik 
Indon esia Nomor 502 5); 

21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indon esia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

22. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5062); 

23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5063); 
24 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5188); 

25 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

26. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 5235); 

27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 201 1 ten tang Manajemen dan Rekayasa, analisis 
dampak, serta manajemen kebutuhan Lalu lintas; 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang 
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang 
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran 
Negara Republik In donesia Tahun 1980 Nomor 5 1, Tambahan 
Lembara n Negara Repu blik Indonesia Nomor 3 177); 

30 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 1983 Nomor 6, 
Tambahan Lembara n Negara Repu blik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaim ana diubah dengan Pera turan Pemerinta h Nomor 58 
Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 
27 Tahu n 1983 tentang Pelaksanaan Kita b Un dang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 9 0, Tambahan Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 524 5); 

3 1. Peratu ran Pemerin tah Nomor 35 Tahu n 1991 ten tang 
Sunga i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom or 325 ); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ten tang 
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
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Pe1aksanaan Undang-Undang Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

35. Peraturan Pemerintab Nomor 20 Tahun 2006 ten tang 
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4624); 

36. Peraturan Pemerintab NOlTIOr 34 Tabun 2006 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4655); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintaban antara Pemerintab, 
Pemerin taban Daerah Provinsi, dan Pemerin taban Daerab 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
In donesia Nomor 4737); 

38. Peraturan Pemerinta h Nom or 26 Tabun 2008 t entang 
Rencana Tata Ru a n g Wilayab Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 48, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Penge101aan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2008 Nomor 82 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik In donesia omor 4858) ; 

40. Peraturan Pemerinta h Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Satuan 
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 20 10 Nomor 9 , Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 5094); 

41. Peraturan Pem erintab Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin 
Lingkun gan (Lem baran Negara Repu blik Indon esia Tahun 
2012 Nomor 48, Tamba h an Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 528 5); 

42. Peraturan Presiden Nomor 74 Tah un 20 13 tentang 
Pen gendalian dan Pen gawasan Minu man Beralkohol; 

43. Peratu ran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tabun 1993 
tentang Sempadan Sungai; 

44. Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 1 Tabun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerab; 

45. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 
Tahun 2008 ten tan g Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tabun 2008 Nomor 8); 

46. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 
Tabun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Tabun 2008 Nomor 16); 
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47. Peraturan Daera h Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 
Tahun 2011 Nomor 8); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 
Tahun 2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Tahun 2011 Nomor 13); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 
2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 201 1-2031 (Lembaran Daerah Tahun 
2012 Nomor 2); 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

dan 
BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG 
KETERTIBAN UMUM. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pera tu ra n Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 
1. Daerah adalah Kabupa ten Tasikmalaya. 
2. Bu pa ti adalah Bupa ti Tasikmalaya . 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelen gga raa n u rusan pemerintahan oleh 

Pem erin tah Da erah da n DPRD m en u rut a sa s oton om i dan tugas 
pembantuan dengan prin sip oton om i seluas-lua snya da la m sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaga imana d imaksud dalam 
Undan g-Undang Dasar Negara Repu blik Indonesia Tahun 194 5 . 

4. Pemerin tah Daerah adala h Bu pati beserta Perangka t Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerinta han Daerah. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sela njutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu pa ten Tasikmalaya. 

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah 
satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang tugas dan 
fungsinya di bidang ketertiban u mu m dan ketenteraman masyarakat. 

7. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tasikmalaya. 

8. Penyidik Polri adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
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mela kukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang 
memuat ketentua n pidana. 

10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menerbitkan izin 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata 
dengan baik sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku guna 
mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan 
batin. 

12. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari 
gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan 
dan kekhawatiran. 

13. Ketertiban Umum dan Ketentraman masyaraka t ada la h suatu keadaan 
dinamis yan g memungkinkan Pemerintah Daerah dan Ma syarakat dapat 
melakukan kegiatannya dengan ten tram , ter tib dan tera tur . 

14. Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yan g m erupakan 
kesatuan, baik yang me1akukan usaha maupun yang tidak melakukan 
u saha, meliputi perseroan terbata s, perseroan komanditer dan perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam 
ben tuk a papun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun ma syarakat, 
organisasi so sial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, ben tuk usaha 
tetap dan untuk usaha yang sejenis . 

15. Lalu lintas dan angkutan lalu lin tas jalan a dalah satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas Lalu Lintas, angkatan, J aringan Lalu lintas dan angkutan Jalan, 
prasarana Lalu lin ta s dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna 
jalan, serta penge1olaannya. 

16. Analis is dampak la lu lintas adalah serangkaian kegiatan k aj ia n mengenai 
da m pak lalu lintas dari pembangunan pusa t kegiatan, perm u kinan, dan 
infrastruktu r yang hasi nya dituangkan dalam ben tuk dokumen hasH 
analisis dampak lalu lin tas. 

17. Kecepatan adalah kemampu an u n tuk menem pu h jarak tertentu dalam 
satu an waktu, d inyatakan dalam kilometer per jam 

18. Ke1a n cara n lalu lintas dan a n gku tan jalan adalah su a tu kea daan berlalu 
linta s dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan 
di jala n. 

19. Kendaraan tidak bermotor ada lah setiap kendaraan yan g d igerakkan oleh 
tenaga manusia ata u h ewan. 

20. Jalan adalah se1u ruh bagian ja lan, terma suk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperun tukkan bagi lalu lin tas umum, yang berada 
pada permukaan tana h , diatas permukaan tanah, di bawah permukaan 
tanah danfatau air, serta di a tas permukaan air, kecuali jalan re1 dan jalan 
kabel. 

21. Jalan umum adalahjalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 
22. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah ter tentu di luar ruang manfaat jalan 

yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang diba tasi oleh tanda 
batas ruang milikjalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan 
keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan 
pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. 
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23 . Ruang manfaat ja lan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk 
konstruksi jalan dan terdiri atas badan j alan , saluran tepi jalan, serta 
ambang pengamannya. 

24. Bahu jalan ada lah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat 
untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh 
kendaraan darurat yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan 
kedaruratan pada saat jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi. 

25. Trotoar adalah bagian dari ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan 
bagi lalu lintas pejalan kaki. 

26. Pengemis adalah orang yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama­
sarna meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan 
untuk mengharap belaskasihan dari orang lain serta dimaksudkan untuk 
mendapatkan penghasilan. 

27. Minuma n Beralkohol adalah m in u man yang mengandung etil alkohol atau 
etanol (C2H50H) yang diproses dari bahan h asil pertanian yang 
men gandung karbohidrat denga n cara fermentasi dan des tilasi atau 
fermentasi tanpa destilasi, yang termasuk Golongan B dan C, yaitu yang 
m engandung kadar alkohol lebih dari 5% sebagaimana dimaksud dalam 
Pera turan Presiden Nomor 74 Tahun 20 13 tentang Pengendalian dan 
Pengawasan Minuman Beralkohol. 

28. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman a tau bukan 
tanaman baik sintetis maupun semi s in tetis yang dapat m enyebabkan 
pen u runan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
m en ghilangkan rasa nyeri, da n dapa t m enimbulka n ketergantungan . 

29. Psikotropika adalah zat atau obat , baik a lamiah maupun sin tetis bukan 
n arkotika , yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada 
su sunan saraf pusat yang menyebabkan perubah an khas pa da aktivitas 
m en tal dan perilaku. 

30. Pornografi a dalah gambar, sketsa, ilus trasi, foto, tu lisan, suara , bunyi, 
gambar bergerak, a n im asi, kartun, percakapa n , gerak tubuh, a tau bentuk 
pesa n la in nya melalui berba gai ben tuk m edia kom u n ika si danl atau 
pertu njukan di m u ka u mum, ya ng m emua t kecabula n atau eksploitasi 
seksual yang m elanggar norma kesu silaa n dalam m a syarakat. 

31. Pelacu ran a tau prostitusi adala h penjuala n jas a seksual, seperti oral seks 
atau h u bungan sek s, untuk menda pa tka n u a n g danl a tau barang. 

32. Perzinaan adalah persenggam aan/hubungan seksual yang dilakukan oleh 
orang yang berbeda jenis kelamin ta n pa ikatan perkawinan dalam keadaan 
sadar yang didasarkan atas suka sarna suka. 

33. PeIjudian adalah kegiatan permain a n ber sifat untung-untungan yang 
dilakukan melalui media danl atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan 
oleh seorang atau sekelompokorang dengan maksud mendapatkan 
keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu. 

34. Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk di 
dalamnya gelandangan dan pengemis. 

35. Tuna susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari 
dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau 
upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum. 
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36. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan 
belum pernah men ikah. 

37. Anakjalanan terlantar adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di 
jalanan terlantar atau di tempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban 
umum. 

38. Kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. 
39. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma­

norma. 
40. Rumah Pondokan/kos-kosan adalah rumah sewa yang kamar-kamarnya 

disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. 
41. Perlindungan masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat 

dari segala gangguan dan ancaman ketenteraman yang menimbulkan 
kerugian baik fis ik maupun psikis. 

42. Penegakan Pera turan Daera h adalah suatu u paya atau tindakan agar 
Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat Kabupaten Tasikma laya dan/ atau 
yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 

43. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hu kum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bu k ti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang teIjadi dan 
guna menemukan tersangkanya. 

44. Ken daraan umum adalah setiap kendaraa n bermotor yan g disedia kan untuk 
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 

45. J alur h ij a u adalah setiap jalur-jalu r yang terbuka sesuai den ga n rencana 
Daera h yang peruntukkan pena taan dan pengawasannya d ilakukan oleh 
pemerintah Daerah. 

46. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka 
hijau Daerah yang mempu nyai fu ngsi tertentu , ditata dengan serasi, lestari 
den gan m enggunakan material taman, ma terial buata n , dan u n su r-unsur 
alam dan mampu m enjadi areal penyerapan air. 

47. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegia tan usaha 
perdagangan dan jasa baik yang menda pa t izin ma u pun tidak mendapatkan 
izin dari Pem erintah Daerah yang m enem pati tempa t-tempat prasarana 
Daerah dan fasilitas umum an tara lain Badan ja lan, trotoar, saluran air, 
jalur h ijau, taman atau tempat umum lainnya. 

48. Tempat Parkir ada lah tempat pemberhen tian kendaraan bermotor dan 
tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/ atau barang yang 
bersifat tidak segera. 

49. Hiburan adalah segala m acam atau jen is keramaian, pertunjukan, 
permainan atau segala bentu k usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang 
dengan nama dan dalam bentuk a papun, dim ana untuk menonton serta 
menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan 
dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran. 

50. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, 
domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi. 

51. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah 
untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan. 
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52 . Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan 
sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari 
pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan 
pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum 
dan kehidupan h ewanil nabati. 

53. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang 
maupun Badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada 
pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan 
penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia. 

54. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, 
termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik 
Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan. 

55. Penghuni Banguna n adalah pemilik bangunan gedung danl atau bukan 
pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik 
bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan 
gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang 
ditetapkan. 

56. Ban gunan gedung adalah wujud fisik hasil pekeIjaan konstruksi yang 
m enyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di 
atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebaga i tempat 
manusia melakukan k egiatannya, baik u ntuk hunian a tau tem pa t tinggal, 
kegia tan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya , maupun 
kegiatan khusus. 

BAB II 
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 

Pasa12 

Ruang lingku p Keter tiban Um um yan g diatur dalam Pera turan Daerah Inl 

meliputi: 
a. Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan J alu r Hijau; 
b. Tertib Lingkungan ; 
c. Tertib Usaha; 
d. Tertib Sungai, Salu ran Air dan Sumber Air; 
e. Tertib Penghuni Bangun an; 
f. Tertib Tuna Susila dan Anak Jalanan; 
g. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaia n; dan 
h. Tertib Peran Serta Masyarakat. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasa13 

(1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum yang 
menyelaraskan kepentingan masyarakat untuk tidak saling mengganggu atau 
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saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, 
nyaman dan tenteram. 

(2) Tujuan dari pengaturan ketertiban umum ini adalah : 
a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak 

asasi warga dan masyarakat; 
b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan 

visi dan misi daerah; dan 
c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban 

umum. 

BABIII 
TERTIB JALAN, FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU 

Pasal4 

(1) Setia p orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan 
mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah. 

(2) Un tuk melindungi hak setiap oran g a tau Badan sebagaimana dimaksud pad a 
ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu 
lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi 
kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan 
bu s/ truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder. 

Pas a15 

(1) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar 
diperuntukkan bagi pejalan kaki. 

(2) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan 
pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. 

Pa sal6 

(1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan 
sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross). 

(2) Setia p kendaraan umum harus berjalan pada setiap rua s ja la n yang telah 
ditetapkan. 

(3) Setiap orang atau badan dilaran g m engoperasikan sebagai angkutan umum 
kendaraan yang tidak sesuai s tandar berdasarkan peraturan perundang­
undangan. 

(4) Setiap orang dilarang mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan. 
(5) Setiap orang atau badan dilaran g melakukan kegiatan usaha angkutan 

umum dengan menggunakan kendaraan yang lzmnya tidak diperuntukan 
bagi angkutan umum. 

(6) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan sebagai 
petugas/pemungut jasa parkir di badan jalan tidak atas wewenang yang 
diberikan oleh pejabat yang berwenang. 
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Pasal 7 

(1) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari 
kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. 

(2) Setiap angkutan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan 
dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah 
ditetapkan. 

Pasa18 

(1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah 
dapat menetapkan jalan satu arah, jalur becak, jalur andongj delman, jalur 
bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang 
rawan kem acetan. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebaga imana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupa ti dan / a tau Keputusan Bupati. 

Pas a19 

(1) Setiap orang atau Badan dilarang mendirikan bangunan yan g dapat 
mengakibatkan berubahnya fungsi jalan. 

(2) Setiap orang atau Badan dilarang melepas hewan ternak di pasar dan 
fasilitas umum. 

(3) Setiap orang atau Badan dilarang mengubahjmengalih kan fun gsi taman, 
tem pat umum untuk kepentingan pribadi a tau kelompok. 

(4) Setia p orang dilarang membuang air besar j air kecil, dan sampah di taman 
dan fa silitas umu m. 

(5) Setiap orang dilarang menebangjmemotongj mencabut jmerusa k tanaman 
yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman. 

(6) Setiap orang a tau Badan dilarang beIju a lan a tau berdagang, m enyewakan 
permainan, menyimpan ata u menim bun barang di trotoar, bahu jalan dan 
j alan , jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesu ai dengan 
peruntukan nya. 

(7) Setia p orang atau Badan dilarang menYlmpan a tau menim bu n barang di 
trotoar, bahu ja lan dan jalan . 

Pasal10 

(1) Setiap orang dilarang membangun portal permanen (gundukan) di jalan 
tanpa ijin. 

(2) Setiap orang dilarang mengal·hkan fungsi jalan, jembatan, trotoar tanpa ijin. 
(3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Bupati 

atau pejabat yang berwenang sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang 
dan tanggung jawab Pemerintah a tau Pemerintah Provinsi. 

(4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
kepada Dinas terkait. 



BAB IV 
TERTIB LINGKUNGAN 

Pasal 11 
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Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan, Setiap orang dilarang 
melakukan perbua tan asusila. 

Pasal12 

(1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau 
kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan/ atau dapat menimbulkan 
dampak yang merugikan bagi masyarakat. 

(2) Untuk melindungi h ak setiap orang da la m pelaksanaan peribadatan/kegiatan 
keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/ atau menutup 
semen tara tempat-tem pat hibu ran atau kegiatan yang da pa t mengganggu 
pelaksanaan peribadatan. 

Pa sal13 

(1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (sa tu kali dua 
pulu h empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Ruku n Tetangga 
setempat. 

(2) Setiap pemilik Rumah Pondokan dan/ atau pengelola rumah su sun wajib 
melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/ Lurah melalu i pengurus 
Ru ku n Tetangga setempat secara periodik. 

(3) Setia p penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah 
melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara berkala . 

Pasal 14 

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi 
persyaratan adm inistrasi kepen dudukan dan m em iliki dokumen kependudukan 
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peratura n perundan g-unda n gan. 

Pa s al 15 

Dalam menyelenggarakan keter tiban lingkungan Pemerin tah Daerah 
mengikutser takan peran m asyaraka t di lingku n gan Ru ku n Tetangga dan Rukun 
Warga. 

Pasal 16 

(1) Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan 
aliran listrik dan bahan atau alat yang dapa t merusak kelestarian lingkungan 
di sungai, danau, dan bendungan. 

(2) Setiap orang dilarang membunuh, menembak, merusak dan 
memperdagangkan hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang­
undangan. 

(3) Setiap orang atau Badan dilarang membuang limbah pabrik, perusahaan 
olahan ke sungai, danau, dan bendungan. 
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(4) Setiap orang atau Badan dilarang, membuat , menyimpan, memperjualbelikan 
danl atau membu nyikan petasan dan sejenisnya dengan mengganggu pada 
lingkungan ma syarakat yang berdampak terhadap keresahan warga. 

BABV 
TERTIB USAHA 

Pasa117 

Tertib usaha diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur dan 
menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak konsumen/masyarakat. 

Pasal 18 

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiata n u sa ha di Daerah 
terlebih dahulu h a rus memperoleh izin da ri pejabat yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasa119 

(1) Dalam rangka mewujudkan tertib u saha, maka setiap orang a ta u badan 
dilarang melakukan kegiatan u saha yang bertentangan dengan norma 
agama , kesopanan/kesusilaan dan/atau adat/budaya ma syarakat dan 
m engganggu ketertiban u mum. 

(2) Kegiatan u saha yang bertentangan denga n norma agama, 
kesopanan /kesusilaan danl atau adat/ budaya masyaraka t dan men gganggu 
ketertiban u mum sebagaiman a yang dimaksud pada ayat (1) m eliputi: 
a. memproduksi, mengedarkan, mem bawa, memperdagangkan, menimbun, 

menyim pan , mengoplos, menghidangkan, meminum danl atau 
m en ggunakan m in u man beralkohol da lam bentuk a pa pu n tanpa izin 
tertulis dari Bupati. 

b. memprodu ksi, menyedia kan, m enyim pan, menyajikan, mem promosikan 
danl a tau memiliki narkotika dan psikotropika , kecu a li u n tu k tujuan 
pelayanan kesehata n da n pen gem bangan ilm u pen getahu a n ; 

c. melakukan kegia ta n usaha perju d ian; 
d. melakuka n kegiata n u saha pada tempat-tem pa t ya n g tida k sesuai dengan 

perun tukannya, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh 
Peratu ran Bu pa ti; 

e. melakukan kegiatan u saha mengemis di tem pat umum danl atau 
mempekerjakan orang lain sebagai pengemis; 

f. melakukan kegia tan usa h a memberikan pinjaman uang dan/atau barang 
dengan cara membunga kan u ang den gan suku bunga yang tinggi tanpa 
aturan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

g. melakukan kegiatan danl atau usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, 
angkutan umum dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum; 

h. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan dan menyimpan benda 
atau barang yang berpotensi mengan cam keselamatan badan atau jiwa 
tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan 

1. membuka rumah makan/warung nasi atau yang sejenisnya sebelum 
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pukul 16.00 WIB dan tidak melayani makan minum di tempat sebelum 
waktu buka puasa pada Bulan Ramadhan. 

BABVI 
TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR 

Pasal20 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran 
irigasi, saluran air , saluran drainase dan pelestarian sumber air. 

(2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam 
dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan 
sumber air. 

(3) Setiap orang atau Badan dilarang mendirikan bangunan gedung di atas 
sungai, bantaran sungai, danau, tanpa ijin. 

Pasa121 

Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah melaksanakan 
program penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air 
dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan Rukun Tetan gga dan 
Rukun Warga. 

BAB VII 
TERTIB PENGHUNI BANGUNAN 

Pasal22 

Dalam rangka tertib penghuni bangunan pemerintah daerah bersama-sama 
dengan masyarakat melakukan kegia tan : 
a. men a nam poh on pelindu ngj poh on produktif, tanama n hias da n apotek 

hidu p , warung hidup serta tanaman produ ktif d i halaman d an pekarangan 
bangunan; 

b . mem bu at sumur resa pan a ir hujan pada setiap bangunan baik bangunan 
yang ada a ta u yang akan d ibangun, disesu aikan dengan lu a s an lahan yang 
ada serta pada saran jalan jgang sesuai den gan keten tu a n teknis yang 
berlaku ; 

c. menyediakan tempat sampah di lin gkungan rumah masing-masing; 
d. memelihara trotoar, selokan (drainase) , bahu jalan (berm) yang ada di sekitar 

bangunan; 
e. memelihara rumput, pohon dan tanam an lainnya di halaman dan sekitar 

bangunan; 
f. memelihara bangunan dan pekaranga n dengan cara melabur, mengecat 

pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan 
berkesinambungan; 

g. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, khusus untuk bangunan 
dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan dilakukan sekurang­
kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan 
Agustus. 
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Pasal 23 

Setiap orang atau Badan pemilik rumah danl atau bangunanl gedung wajib 
memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional pada waktu 
tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

BAB VIII 
TERTIB TUNA SOSIAL DAN ANAK JALANAN 

Pasal24 

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap: 
a. tuna sosial, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat­

tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya ; 
b. anak Jalanan terlantar yang mencari penghasilan di persim pangan jalan dan 

lampu lalu lintas (traffic light); 
c. tun a susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial 

dan di tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila. 

Pasal25 

Setiap orang danl atau Badan dilarang : 
a. m elakukan perbuatan pelacuran atau prostitus i. 
b. m enyediakan rumah a tau tempat untuk m elakukan perbuatan pelacuran 

atau prostitusi. 
c. mengh impun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengem ls untuk 

dimanfa a tkan den gan jalan m eminta-min ta/ mengamen u n tuk ditarik 
pen ghasilannya. 

Pasal26 

(1) Pemerintah Daerah menyelen ggaraka n pendidikan, pela tihan dan 
keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila. 

(2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulan gan tuna wism a , pengemis, 
pengamen dan tuna susila dan ora n g yang terlantar dala n perjalanannya ke 
daerah asalnya. 

Pasal27 

Pemerintah Daerah menutup tempat-tem pat yang dipergunakan untuk 
melakukan perbuatan asusila dan I atau kegiatan yang men garah pada perbuatan 
asusila. 

Pasal28 

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan 
terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban: 
a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya; 
b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada 

terjadinya perbuatan asusila. 
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BABX 
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN 

Pasal29 

(1) Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan tempat danjatau 
hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Setiap penyelenggaraan tempat dan/atau hiburan yang telah mendapat izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang me1aksanakan kegiatan lain 
yang menyimpang dari izin yang dimiliki. 

(3) mengadakan pertunjukan hiburan di jalan, jalur hijau dan taman, tanpa izin 
dari Bupati. 

(4) Bupati dapat me1impahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (3) kepada Dinas terkait. 

Pasal30 

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau 
pejabat yang berwenang sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan 
tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Provinsi. 

Pasa131 

(1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda 
masuk. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal32 

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung danj atau memanfaatkan 
jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari 
Bupati atau pejabat yang berwenang sepanjang bukan merupakan tugas, 
wewenang dan tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Provinsi. 

BABXI 
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal33 

(1) Setiap orang atau Badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, 
simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, iklan, reklame, maupun atribut­
atribut sejenis lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, 
jembatan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, tiang telepon, pohon, 
fasilitas umum, fasilitas pemerintah dan rumah ibadah. 

(2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul­
umbul, iklan, reklame, maupun atribut-atribut sejenis lainnya, dapat 
dilakukan di tempat-tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang. 

(3) Setiap orang atau Badan yang menempatkan dan memasang lambang, 
simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, iklan, reklame, maupun atribut-
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atribut sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut 
serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya. 

Pasa134 

(1) Setiap orang atau Badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada 
waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa danl atau 
pengerahan massa. 

(2) Setiap orang atau Badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana 
yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat 
umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum 
lainnya. 

Pasal35 

Setiap orang, lembaga, Badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan 
uang dan barang harus mendapatkan izin dari Bupati. 

BAB XII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa136 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban umum menjadi 
tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pembinaan terhadap ketertiban umum dilaksanakan dalam bentuk 
pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, danl atau penyuluhan. 

(3) Pengawasan terhadap ketertiban umum dilaksanakan dengan melakukan 
pemantauan, penertiban, dan penindakan terhadap lokasi, tempat danl atau 
orang atau badan yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasa137 

(1) Setiap orang atau Badan yang melihat, mengetahui dan menemukan 
terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada 
Satpol PP danl atau PPNS. 

(2) Setiap orang atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB XIII 
SANKS I ADMINISTRASI 

Pasal38 

(1) Setiap orang yang melanggar Pasal 7, Pasal 13 ayat (2) , dan Pasal 29 ayat (2) 
Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi. 

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. pencabutan izin; 
b. denda administrasi; atau 
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c. sanksi paksaan (bestuur dwang). 
(3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dilaksanakan dengan cara: 
a. pemberian teguran tertulis pertama; 
b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; 
c. pemberian teguran tertulis ketiga disertai pemanggilan; 
d. pencabutan izin. 

(4) Pengenaan sanksi paksaan (bestuur dwang) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c dapat berupa: 
a. penutupan semen tara; 
b. penyegelan; atau 
c. pembongkaran. 

Pasal 39 

(1) Denda sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) huruf b dibayarkan kepada 
Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak 
ditetapkan. 

(2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana. 

BAB XIV 
PENYIDIKAN 

Pasal 40 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Dalam me1aksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/ seseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa 

tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan 
tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada 
penuntut umum, tersangka atau keluarganya; 

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) 
PPNS dapat berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik POLRI. 

BABXV 
KETENTUAN PI DANA 

Pasa141 

(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan, Pasa19, Pasal 10 ayat 
(1) dan (2), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 
20 ayat (3), Pasal 25 huruf b dan c, Pasal 29 ayat (1) dan (3), Pasal 30, Pasal 
32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 35, dapat dikenakan sanksi pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

BAB XVI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa142 

Semua ketentuan yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah 
1n1. 

BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal43 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 
1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tin gkat II Tasikmalaya Nomor 10 

Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 1987 Seri B Nomor 9); 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 14 
Tahun 1994 tentang Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Tasikmalaya 10 Tahun 1987 tentang Kebersihan, 
Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
1994 Seri B Nomor 10); dan 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 1995 ten tang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan 
dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 1995 Seri B 
Nomor 4); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 1998 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan 
dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 1998 Seri B 
Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras di Wilayah Kabupaten 
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Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2004 Seri C 
Nomor 1); 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal44 

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan 
Ketertiban sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 11 tahun 1998 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Kebersihan, 
Keindahan dan Ketertiban dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan 
Peraturan Daerah ini. 

Pasal45 

Peratu ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 4 ep tember 2Q1 4 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

d&ODIR 
NIP. 19611217 198305 1 001 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 4 S eptember 2014 

BUPATI TASIKMALAYA, 

UU RUZHANUL ULUM 
t 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA 
BARAT NOMOR (161/2 "4) 
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